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GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 4 TAHUN 2007

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

bahwa peranan pupuk sangat penting dalam
peningkatan produktivitas dan produksi komoditas
pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan
pangan nasional ;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan
untuk menyediakan pupuk dengan harga yang wajar
sampai di tingkat petani dipandang perlu menetapkan
kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk
bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran
2007;

bahwa berdasarkan pcrtimhangan huruf a dan b periu
di tetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)
pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun
Anggaran 2007.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tenggara
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan



mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara dan Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan -Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negari RI Nomor
2678):

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan (Lembaran Negara RI tahun 1967
Nomor 10)

Undang -Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun
1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3478);

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Nomor
3478);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
perkebunan (Lembaran Negara Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4411);

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembar Negara
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara
Nomor 4548);

Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun

10.

11,

12.

13.

14.

15,

2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4571);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembar Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4079);

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang
Beredar di Pasar;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09 / Kpts /
TP.2006/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara
Pendaftaran Pupuk An-organik;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 70. MPP/Kep/2/2003 jis Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306 / MPP /
Kep /4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004
tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 / Kpts / OT.
210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan
Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-
organik;

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329 / Kpts / OT.
210 /4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-
organik;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/ Permentan
/ OT. 140 / 12 /2006 Harga Eceran Tertinggi (HET)



Menetapkan

Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun
Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan :

(1)

(2

3)

*

5)

(6)

)

®)

Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan
unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan
dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi
atau kelompok tani.

Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman
yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan hijauan

makanan ternak.

Usaha budidaya tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan
tanaman secara terus menerus.

Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan,
milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman
hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai

dengan peraturan perundangan.

Perkebunan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan
usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

Perternakan adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan,
untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usaha
tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.

Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA dan atau

SP-36 di da'am negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT.Pupuk Kujang, PT.
Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.
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9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Distributor pupuk adalah badan usaha yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk
melakukan penjualan pupuk bersubsi didalam partai besar untuk dijual kepada
pengecer resmi.

Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh
distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung
kepada konsumen akhir (petani, perkebunan, perternak/pembudidaya ikan dan
udang).

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan
dalam kesamaan kepentingan dalan memanfaatkan sumberdaya pertanian
untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani untuk kesejahteraan
anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu
hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/ walikota atau pejabat
yang ditunjuk

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah
kebutuhan kelompok disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani
mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh

petani.

Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalab wadah koordinasi instansi
terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur
untuk tingkat Kabupaten/Kota.

Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan dilatih untuk membantu
pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran pupak bersubsidi yang dilakukan
oleh produsen, distributor, pengecer, pupuk dan atau kelompok Tani.

Tim pengawas pupuk bersubsidi tingkat pusat adalah tim pengawas yang
anggotanya terdiri dari instansi terkait di pusat yang diterapkan oleh Menteri
Pertanian

Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dan produksi dalam negeri
maupun impor yang dilakukan oleh produsen.

Lini-I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau
di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor

Lini-IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau ditetapkan distributor.



(19) Pehyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dan Lini-I sampai Lini-IV
(Pengecer resmi/kelompok tani).

Pasal 2

Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman
oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan
tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan.

Pasal 3

(1). Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan
pupuk dan seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kab/Kota
dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2006.

(2). Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk
Urea, ZA, SP-36 dan NFK dengan Komposisi 15:15:15.

(3). Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi
label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah di
baca dan tidak mudah hilang /terhapus.

Pasal 4

(1)  Kebutuhan pupuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk tahun
anggaran 2007 dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis dan jumlah seperti
tercantum pada lampiran I sampai lampiran XVIII Peraturan;

(2) Kebutuhan pokok bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih
lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan

dengan keputusan Bupati/ Walikota;

(3) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota mengusulkan tambahan
alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Gubernur.

(4) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dapat dilaksanakan melalui reclokasi pupuk darn wilayah lain atas
persetujuan Menteri Pertanian.

(1)

2

()

(4)

()

(1)

(2)

o Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perdagangan pupuk;

Produsen, distributor dan pengecer resmi ditunjuk dalam penjualan pupuk
bersubsidi harus menjamin ketersedian pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani
dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)

Penyediaan pupuk oleh produsen, distributor, pengecer resmi pada kelompok
tani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK, yang disetujui
oleh Petugas Teknis /Penyuluh /Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Pertanian
Kecamatan (KPK) setempat;

Pengecer resmi harus memasang papan nama serta harga pupuk bersubsidi
sebagaimana ditetapkan pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan dibaca
oleh pembeli;

Pihak produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan
dan penyaluran pupuk masing-masing wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 6

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

a.PupukUrea =Rp.1200,- / kg
b. Pupuk ZA = Rp.1050,- /kg
c. Pupuk SP-36 = Rp.1550,- /kg
d. Pupuk NPK - =Rp 1750,- /kg

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
untuk urea, SP-36 dan ZA dalarn kemasan 50 Kg dan untuk pupuk NIPK dalam
kemasan 50 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi
secara tunai.

Pasal 7

Komisi pengawasan pupak dan pestisida di Provinsi dan Kabupaten/Kota
melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan
pupuk bersubsidi di wilayahnya;



).

(1).

(2.

(3

(4)-

Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi
di tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dilakukan oleh Komisi
Pengawas pupuk dan pestisida di Kabupaten/Kota harus dibantu oleh Tenaga
Pendampingan Masyarakat (TPM) yang dii unjuk.

Pasal 8

Kornisi Pengawasan Pupuk & dan Pestisida di Kabupaten/kota wajib
menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di
wilayah kerjanya kepada Bupati /Walikota;

Bupati Walikota menyampaikan laporan basil pemantauan dan pengawasan
pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubemur.

Komisi Pengawasan Pupuk dan pestisida di Provinsi menyampaikan laporan
hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk
bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta laporan dari Bupati/
walikota sebagairnana dimaksud pada ayat (2), Kepada Menteri Pertanian
dan Tim Pengawas Pupuk bersubsidi di tingkat pusat.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan : di Kendari
Pada Tanggal

PIt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap / ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

.

Diundangkan : di Kendari
Pada Tanggal  : 7 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

Cap/ tid
H.ZAINAL ABIDIN

BERTTA DAERAH TAHUN 2007 NOMOR : 4



Lampiran Ii

Nomor
Tanggal

. PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
4 TAHUN 2007
: 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Dalam Ton
Sub Sektor Urea SP-36 ZA NPK
2 3 4 5 6
Tanaman Pangan dan Hortikultura 14.843 3.655 1.343 1.013
Perkebunan Rakyat 4413 1.758 894 382
Peternakan 59 8 5 -
Perikanan Budidaya 685 420 - -
Jumlah 20.000 5.481 2.242 1.395

Lampiran 1
Nomor
Tanggal

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ttd

H.YUSRANA.SILONDAE

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
: 4 TAHUN 2007
. 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2007

PROVINS| SULAWESI TENGGARA

Dalam Ton
No Kab/Kota Urea SP-36 ZA NPK
1 2 3 4 5 6
1 Kota Kendari 301,53 71,65 57,05 67,47
2 Konawe 3.607,10 1.078,57 285,00 212,70
3 Konawe Selatan 3.409.07 809,95 225,63 162,97
4 Kolaka 6.422,06 2.083,78 758,23 299,06
5 Bombana 1.668,10 516,05 177,26 96,62
6 Kota Bau-Bau 506,27 95,29 84,55 64,95
7 Buton 638,12 257,45 137,85 89,58
8 Muna 680,68 223,74 111,03 71,25
9 Kolaka Utara 2.677,61 704,52 359,40 315,27
10 Wakatobi 89,46 - 46,00 15,13
Jumlah 20.000,00 | 5.841,00 2.242.00 1.395,00

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

H.YUSRANA.SILONDAE

11

10



Lampiran IV
Nomor

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
4 TAHUN 2007

Tanggal : 7 MARET 2007
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTERNAKAN
TAHUN 2007

( Dalam Ton)

NO KAB/KOTA UREA SP-36 ZA
1 Buton ‘ 9.80 1.25 0.80
2 Bombana 9.80 1.25 0.80
3 Konawe 9.80 1.25 0.80
4 Konawe Selatan 10.00 1.75 1.00
5 Muna 9.80 1.25 0.80
6 Kota Kendari 9.80 1.25 0.80

Jumliah 59 8 5

Lampiran Il
Nomor : 4 TAHUN 2007
Tanggal : 7 MARET 2007

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H.YUSRANA.SILONDAE

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA TAHUN 2007

( Dalam Ton)

No Kab/Kota Urea SP-36 ZA NPK
1 Bombana 1.461.16 396.27 176.46 96.62
2 Kota Kendari 515.00 162.04 86.05 69.58
3 Buton 284.93 67.00 56.25 67.47
4 Kolaka 4.225.70 1.193.66 348.23 124.06
5 Kolaka Utara 1.429.81 200.00 133.40 215.27
6 Konawe 3.000.10 826.72 189.20 172.70
7 Konawe Selatan 2.906.67 600.00 149.63 130.97
8 Muna 424.94 114.99 72.23 56.25
9 Wakatobi 89.46 - 46.00 15.13
10 Kota Bau —Bau 505.23 94.32 84.55 64.95
Jumlah 14.843 3.655 1.343 1.013

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H.YUSRANA. SILONDAE

13
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Lampiran VI

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Nomor -4 TAHUN 2007

Tanggal . 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

( Dalam Ton )

NO KABUPATEN UREA SP-36
1 Kolaka 136.36 83.12
2 Kolaka Utara 87.80 55.62
3 Konawe 107.20 63.60
4 Konawe Selatan 102.40 61.20
5 Bombana 197.14 118.53
6 Kota Kendari 6.80 3.40
7 Muna 45,94 33.50
8 Buton 0.32 0.16
9 Kota Bau-Bau 1.04 0.97
10 Wakatobi -
Jumlah 685 420
Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap / ttd
H.YUSRANA. SILONDAE
< 74
Lampiran V : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Nomor : 4 TAHUN 2007
Tanggal : 7 MARET 2007

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERKEBUNAN KECIL TAHUN 2007

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

( Dalam Ton)

NO KAB/KOTA UREA SP-36 ZA ZA
1 Kolaka Utara 1.160.00 449.00 226.00 100.00
2 Kolaka 2.060.00 807.00 410.00 175.00
3 Konawe 490.00 187.00 95.00 40.00
4 Konawe Selatan 390.00 147.00 75.00 32.00
5 Muna 200.00 74.00 37.00 15.00
6 Buton 113.00 94.00 51.00 20.00

Jumlah 4.413 1.758 894 382

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H.YUSRANA. SILONDAE

15
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LAMPIRAN VIII

! PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007
KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007
- » (Dalam Ton)
fo, wesecion jomrunl o | ves | WA | wem | we T am T aw Tacusr[eer | oo | wv | o
TIAVOUNPINGN | agsseo| Aot 200 | wsorl  s%|  sess| 26| wee| vears| xom| | wim|
OAN HORTKULTURA
2 perene WOl e o om0 o on]  on  om oss| os| om|  om
3[:23&1% 1768001 3300( 26000 8800 AN &0 27,0
o oo | aom el wnl  wesl  wml  wm owes| wms| | wms| sl wm| s
e | swtool  tas  shm|  ems]  tem|  wes| k| mu o TN A
Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd
H. YUSRAN A. SILONDAE
3 N 4 §
LAMPIRAN VII  : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Lampiran 6
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007
: : (Dalam Ton
NO| _ SUBSEKTOR | KEBTH | N | f68 | MAR | MR | we | Jm [ wu Taoust | ep [ o | mv | oe
1 [TANAMAN PANGAN UBGM| ETM MMM MM EAC TR RN IR GRR TOM 1S e o6
DAN HORTIULTURA
2 [PETERNAKAN 0| A 4 LI | I BT Y] ST Y BT
:mem ool ol o e e e oml o o ol om0 AW
A PERKNBUODYA | s CIECH I I S T I
duniah opw] 2| bl aaeisl  anoml imen| ([ el tonw] ] e mz| |
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LAMPIRAN X

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TANGGAL

1 7 MARET 2007

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE

\ {Dalam Ton)
NO| SUBSEKTOR I KEBUTUHAN | JAN | FEB | MAR | APR | MEl | JuM | W [acust| sep | okT | WNov | DEs
1 {TANANAN PANGAN 1343000 8268 10407 8526) 16020 16054 13460 11585 a0l 153 9080
DAN HORTIKULTURA
2
PEYERNAKAN A 0% 038 03 0% 0% 044 044] 043 043 043 043 043
3
PERKEBUNAN KECIL 8400,  150,00{ 150,00 100l 14600 145001 148,00
.4 :
Jumish 2ULM| uZ08| s 2ae8| a088|  14s39|  1eses| 13513 1 06 2813|5582 298]
%
Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd
H. YUSRAN A. SILONDAE
l * ¢ L4 H ]
2 ¢ < " ]
LAMPIRAN IX  : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007
KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007
. v Dalam Ton)
NO| SUBSEKTOR | KEBUTUHAN| JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUM | JULI | AGUST | B8EP | OKT | NOv | DES
"1 “[TANAMAN PANGAN 927,18 7683 | 8582 811 128811 0881| 8051 Md4T| 7548 7580 S0l 6093| 802
DAN HORTIKULTURA
2 IPETERNAKAN . . . . . . . .
srmmw 3800 | 7400 | 6300 | 6300 | 6300 en00f . . : . 58,00
KECIL
4 |PERIKANAN BUDIDAYA . " . . NI NN B . . . - . .
‘ Jumigh 19008 | 15080] e300] fedtt] 18981] 149s1] 0s1| oedr| el vEmo| 7so| esss] 13829]

19

18



LAMPIRAN XII

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007
RENCANA KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PETERNAKAN <
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007 Galam Ton
npr— R Weant 1 wi
Kabupaten [ Jenis Pupuk] Jan | Feb | Maret April | Mel | Juni | Juli | Agus | Sep Okt Nov Des | Jumiah
7 2 3 4 3 6 7 g [ 10 11 2 73 14 [ 16
1 ON Urea 082 | 081 | 081 | 682 | 082 | om | 0@ 1 %8 05 T om 0.81 0.81 98
Isp-se 0.1 0.1 0,1 o1 on 0,11 011 o 0.1 0.1 0.1 01 1.26
ZA 008 | o006 0,06 0,06 007 | 007 | o007 007 | 007 0.07 0,07 0,07 038
2. |BOMBANA rea 082 | 081 0.8 0.62 0.82 082 | 082 0,82 0,82 0.62 0.81 0.81 98
SP - 36 01 01 0.1 014 011 0,14 0,11 01 0.1 01 0.1 0.1 125
. 008 | 008 0,06 0,06 0,07 007 | 007 | 007 0,07 007 | 007 007 08
3 |KONAWE Urea 0,82 | 081 0,61 0.82 0,62 082 | 082 082 0,62 0.82 0,81 0,81 9.8
SP - 36 0.1 0.1 0.1 0,11 0,11 0.4 0,11 0,11 0.1 04 0,1 0.1 125
— 006 | 006 | 006 0,06 0,07 007 | 007 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,8
4 [KONAWE SELATAN[Urea 083 | 083 083 0.84 0.83 083 | 083 0.64 0,84 0.84 083 083 10
SP . 38 015 | 015 0,15 0.15 015 015 | 0,15 0,15 0,15 014 013 013 | 175
ZA 008 | 008 0,08 009 | 009 009 | 009 | 008 | 008 0,08 0,08 0,08 1
5 [MUNA Urea 082 | 081 ] 081 0.62 0.62 082 | 082 0,82 0.82 0.62 0.81 0,81 98
SP - 38 0.1 0,1 01 011 0.11 o1 0,11 0.1 0.1 0.1 01 0.1 1,25
. ZA 006 | 008 0.08 0,08 007 007 | 007 | 007 0,07 007 | 007 0,07 08
6 |KOTA KENDARI Pma 082 | o081 0.81 082 | 082 082 | 082 0.62 0.82 0.82 0.81 0.81 9.8
SP . 36 Q1 0,1 01 011 0,11 0,41 o1 0,11 0.1 0,1 01 01 125
ZA 006 | 006 0,06 0,06 0,07 007 | 007 0,07 007 0,07 0,07 0,07 08
Jumiah Urea 49371 488 | 488 494 493 453 | 493 4,94 494 4.94 488 488 59
SP-36 085 | 085 | 065 0.7 07 07 07 07 0,65 064 0,63 063 8
% ZA 038 | 038 038 0,39 0.44 044 | 044 043 | 043 0,43 043 043 5
Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd
H. YUSRAN A. SILONDAE
i + ¢ '
¥ ¢ . '
LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR . 4 TAHUN 2007
TANGGAL 1 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK KOMODITI PERKEBUNAN RAKYAT /PERKEBUNAN KECIL

PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

Bussn (Te

- Tunis PUpuk Jancan Februari Waret Desernber Ty
i I— 1 & - 7 5 - 3
Uroa 210 1 190 186 185 200 1
* sP - 36 80 7 73 7 72 el Py
ZA 40 99 3 3 8 » 228
NPK 20 ki4 17 BN ! 4 13 14 100
Ures 360 £ 349 E<]) 339 340
* 8P . 36 129 18 135 133 130 3 808
A 70 € o8 68 68 68 410
NPK ® 2 2 29 29 2 175
3 IRORAWE Uros % & 3 8 % % 0
jsp-s as 0 30 30 0 2 187
ZA 18 18 16 18 16 15 0
NEX z % L .- v S 29
7 () 86 3 52 390
e AN g‘.‘x 2‘1’ 2 24 2 =3 28 147
ZA 14 13 13 12 12 1 75
NPK 7 s s 5 s i 2
S JMUNA Urea. 38 K3 34 33 3 31 200
5P .36 14 12 12 12 12 12 74
7 s ] 6 [ [} a7
5 2 2 2 2 2 15
(] e FX) 8 T8 ] ) 8 113
P - 36 19 15 15 18 15 15 %
24 12 ) 8 ] 7 [ 52
NPK ] 3 3 3 3 3 20
Uroe 784 R 739 713 713 725 3K
Jumiah SP-36 313 200 289 287 282 237 1758
1 ZA 159 150 147 145 145 148 894
NPK J4 83 83 83 81 S8 382

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE
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LAMPIRAN X1V

NO

MOR

TANGGAL

: 4 TAHUN 2007
: 7 MARET 2007

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

N P— | | KEBUTUHAN PUPUK Juntah
Janvari | Februari | Maret | April Mai Jupi Juli | Agustus | september | Oktober |November| Desember| (1o
1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 | Bombana 12.70 1270 1270 1270 150.25 21760 316.80 89.90 i b
2 | Buton ‘ 49,58 46.03 73.42 50.56 24.00 60.12 50.65 49.85 i::g ;g;; fg;; 5?;; 1::5;;
3 | Kendari 32.60 25 10.90 10,80 16.35 10.00 10.55 10.23 10.15 65.30 66.35 %7‘570 284:93
4 | Kolska 457.03 4.207 504.50 57692 440.01 255,98 208.12 306,52 355.42 427 48 390.39 301.12 422583
$ | Kolaka Utara 9115 93.21 110.93 209.31 1837 94.08 109.80 12243 11876 128.50 126.50 110.87 1429.81
6 | Konawe 412.28 408.18 309.80 300.00 200,37 31237 200.00 450.00 1823 182,50 182.30 159.90 3000.10
7 | Konawe Selatan 360.70 297.50 274,70 183.00 10.13 279.68 27460 183.00 183.00 283.35 288,53 288.58 2906.67
8 | Muna ) 50.23 50.23 40.39 40.39 36.46 36.46 36.40 25.00 25 36.46 36.46 36.46 424,84
9 | Wakatobi 4,69 4.69 4.69 469 469 5,00 41.89 469 469 469 4.69 525 89.46
10 | Kota Bau-Bau 99.90 62.40 4475 40,00 15 50.40 53.82 30.00 2523 15.63 4330 25 506.23
Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd
H. YUSRAN A. SILONDAE
; » )
¢ 2
LAMPIRAN XIIT : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007
RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI NPK SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007
KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Dalam Ton
NO|  KABUPATEN KEBUTUHAN PUPUK .
Januari | Febuan | Merel |  Apnil Mei | Juni | Jui | Agustus |Seplember| Oktober | November | Desember| {Ton)
1 3 [} 5 [} T | ¢ 9 10 11 12 13 14 15
1 12 155 12 15.60 155 155 18 14.00 154 10.66 107 1788 172,70
2 13 2023 | 154 3626 2081 | 1701 | 2081 | 1788 15 15.00 127 12.16 1827
3 7 625 | 625 7.0 525 5.25 547 525 448 630 43 6.78 69.58
4 425 425 3 6.25 ki 428 525 520 § 5.55 425 525 5.25
5 268 3.3 566 8.00 575 ] 647 400 789 513 6.75 6.76 8747
8 625 565 535 125 5.2 5 547 §.00 448 128 428 75 64.95
7 125 10.94 153 | 1390 12 10 12 6.98 10.26 8.85 85 875 130.97
] 6.25 6.12 8 16.25 126 125 10 730 6.8 8.00 9.1 §.25 %.62
9 114 123 108 15.00 12 10 975 8.75 528 965 8.25 10.81 124.06
10 15 12 1.2 200 1&25 125 1.25 ,1:11 126 Al 112 0.84r 1543
TR0 | 8682 | 8101 | 92651 | GAAT | 8051 | O4AT | 1540 | 758 | 778 | 694 | %083 | 10

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE
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LAMPIRAN XVI
NOMOR
TANGGAL

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

: 4 TAHUN 2007
: 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI ZA SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Nalam Tan

N KABUPATEN REBUTURAR PUPUR T
Januar | Februan | Meret | Apnl Mol | Junl 1 Jul T Agustus TSeptember] Oktober [November | Desember ‘(%ﬂ
T 7 7 713 § AR N O O
T. [onawe AT 104 04T | 28 | - [ 7@ | B8 | o0 | 1% 00 1 28 1 %2
2 [Kolak 0| oso | as| s % | 335 | 200 03 | 15 | w4 | 302
3 [Buon 10 . : 15,00 g5 | - | 00 | 6% | . 8,05
4 |Muna 53 12,00 0 | 18 ‘ 178 | 1541 nA
5 [Kol Kendad 625 1740 N AT 500 | - : 5365
B [Kola BaurBau . . : 1276 1076 | 10 | - 000 | 1o | 1o | wss
7 [Konaws seitan 542 | 1040 | 04 | 202 076 | 1528 | 2140 040 | 153 | - 14983
8 |Bombana 06 | 225 | 22 | 210 B By | - 000 | 2885 . 74
§ |Kolaks Utara . 15 . 17,5 /I I T 000 1081 1334
10 | Wakatobi . § . 70 1 10,00 50 | - 1 %
Jontah 00 | 140 | B | W5 K] T80 N KL O
Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd
H. YUSRAN A. SILONDAE
r ¢ {
LAMPIRAN XV . PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007
RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP - 36 SEKTOR PERTANIAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007
KOMIDITI : TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Dalam Ton —— .
NO | KABUPATEN "~ KEBUTURAN PUPUR. Jumiah
Janvan | Febuen | Mt | Aodl | Ml | Jun | Juil | Agustus | Septomber| Oktober | November | Desember (T_gﬂ_
T 7 7| 4 3 ] 71 8 | 7 10 m1 1 1 W] 1
1. [Konawe 1930 | 7726 | 5063 | 1980 | 4900 | M09 | 5674 | 2161 | 4406 | 0% | 7720 | 1618 | 8672
2 {Kolaka 10687 | 7420 | 9833 | 12080 | 10600 | 573 | 87 | sen2 | sos4 | 9938 | M58 | 13830 | 11ee6
3 [Buton 285 | 2404 | 288 | 55 ] - | nes L oss | oste | om0 | e | - | 10
4 |Mona X : ol uslan] . : | oae | us . o] e
5 {Kota Kenderi : 105 | 12 | 1553 | - . 00 | 1% | 83 | 670
6 [KotaBauBau | 3785 | - R RN ) ; ; : c | U
7 [Konawe Setatan | 8624 | 5160 | 4860 | 5071 | 203 | 4880 | 3062 | 85 | s044 | se85 | 5241 | 508 | 60000
§ |Bombana w76 | 1898 | 482 | ro8n | 20 | 000 | a3 | wse | e | st | st | s | e
9 [Kolaks Utara 4 | 998 | atea | 08 | anes ) 167t | 68 | T8 | Wi | oom | w0 | &4 |
umih | 801 | 25600 | 0501 | 42838 | SG08 | 0616 | 1600 | 16678 | 20080 | send | W11 | 44 | 00
Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap/

ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE
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LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SP - 36 SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : PERIKANAN BUDIDAYA

— Dalam Ton
No | KalvKots Kebutuhan Bulanan Jumiah
Jan | Feb | Maret [ Apil | Mei [ jun Jl | Agust | Sep | Ok | N Des

tl 1 NN NN N O A I I O ?%p N
T [Koiaka T/ B T I 7 70 R/ Y7 1
2 Uare | 482 AR b oaB | e | oam | s ] aR | AR | e | em | 4 | 4 | mR
3 [Konawe 89 | 83 | sy ss | os3 | s 53 53 | 53 | 53 | 53 | sy | e
¢ MonawoSeasn | 52 f 52 | s2 | s2 | s2 | s 5 5 5 5 5 5 | 62
5 [Bombane 06 | 98 | 98 | 8 | 98 |t | e 9 | o8 | o8 | o8 | w03 | 185
6 Momkedai | 028 | 028 | 02 | 0% ) o2 | 03 | o% | o2 | o% | ox | o | o3 | 34
7 i a s | o | oo | o | o || ws
8 [Buten 0013 | 0013 | o0t3 | o0 | ooy | oots | oos | oo | oo | oo | oos | oon | o
b WolaBaBay | 005 | 005 | 005 | 005 | o005 | om | o 0 o8 | oot | oor | oo | ow
10 Wakatobi . : : . . 5 . . % : . ' ¢

X T OO N O R O 7 O O O O R S I

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd
H. YUSRAN A. SILONDAE

LAMPIRAN XVII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL 1 7 MARET 2007

RENCANA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UREA SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007

KOMIDITI : PERIKANAN BUDIDAYA

Dalam (Ton)
No| KabKota _ Kebutuhan Bulanan Jumlah
Jan Feb Maret | April Mei juni Juli | Agust | Sep Okt N Des

1 2 3 /] "3 ¢ 7 ] ] 10 1 1 '_f%‘ (L] [
T [Koiaka T8 | N8 | 1B | M@ | N& | B 1B BB R R T8 %
2 [Kaiaka Utsra 73 73 73 73 ATI I YT B I I XTI B X Y I X 73 73 878
3 893 89 893 893 893 | 895 | 893 | 893 | 883 | 89 8% 805 | 1072
4 [Konawe Selatan 873 873 873 873 813 | 815 83 83 83 83 83 85 | 1024
5 {Bombena 1843 | 1843 | 1843 | 1643 | 1843 | 1647 | 1642 | 1642 | 1642 | 1642 | 842 | 1642 | to7
8 |Kota Kendar 0% | 056 056 0.6 058 08 06 | 0% | os | ose 056 056 88 .
7 |Mine 397 397 397 397 3 | 40 | ser | a8 | 3er | e 387 | 5
8 002 | om 00 002 002 | oo | oo | o0 | o002 | om 0,02 002 | o0x
9 |Kots Bau-Bau 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0.1 o1 | o008 | o8 | 008 0,08 014 1,04
10 W“ON . . e « . o - . . . - . .

Jumigh , 5y | 500 | ol | oom | | %% ] G T T

Plt. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Cap/ ttd

H. YUSRAN A. SILONDAE
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